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PUTUSAN
Nomor 4049/Pdt.G/2021/PA.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo yang saat
ini berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dahulu Kabupaten
SidoarjoSekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya
dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 28 Oktober 2021
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4049/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 28

Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah sah menurut agama
Islam pada tanggal 08 April 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti
dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 97/33/I\V/2009 tertanggal 08 April 2009;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal
bersama di rumah Pemohon di alamat Kabupaten Sidoarjo;
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3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon
dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan
dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

ANAK 1, tanggal lahir 24 Oktober 2009 (Umur 12 Tahun);

ANAK 1, tanggal lahir 23 Oktober 2014 (Umur 7 Tahun);

ANAK lllI, tanggal lahir 14 Februari 2019 (Umur 2 Tahun) Yang saat ini
ketiganya tinggal dan diasuh oleh orangtua Termohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan
Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon
sering mengeluh atas pemberian nafkah oleh Pemohon;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak
dan sulit dirukunkan lagi, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak Bulan
Juli 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan
selama pergi Termohon tidak diketahui alamat dan tempat
tinggalnya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang
sudah pisah rumah selama 2 tahun 3 Bulan, dan selama
berpisah Pemohon sudah berusaha mencari Termohon akan tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun
rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi
dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih
jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul
akibat permohonan Pemohon tersebut.
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

3.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 29 Oktober 2021 dan 11 Maret
2022 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan Termohon pula tidak datang
sekalipun telah dipanggil melalui mas media sebanyak 2 kali sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah
beragama Islam dan awalnya Termohon bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Sidoarjo, namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2)
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung,
Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya yang sah meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut
dan ketidak hadirannya tanpa alasan yanag sah, maka Pemohon dinilai orang
yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, sehingga
sesuai Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12
Sya’ban 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 430.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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